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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal, yaitu regulasi tindak pidana  
pencabulan, motif dan sanksi tindak pidana pencabulan pada Putusan Pengadilan 
Negeri No. 99/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Putusan No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Wng. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  dengan 
pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis-normatif. Penelitian ini terdiri 
dari KUHP, Putusan Pengadilan Negeri No. 99/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Putusan 
No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Wng. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa; a) Motif 
dari Guru melakukan perbuatan cabul adalah karena ingin memenuhi nafs 
syahwatnya. dengan membujuk saksi korban untuk melakukan hubungan intim 
selayaknya suami isteri; b) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
berdasarkan Pasal pencabulan dalam KUHP dan Pasal 81 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak karena perbuatan 
tergolong sebagai tindak pidana. Hal tersebut dengan melihat unsur yang bersifat 
objektif, dan unsur-unsur yang bersifat subjektif.; c) Tindak pidana pencabulan 
jika di lihat dalam perspektif Hukum Islam hakim menetapkan hukuman penjara 
dan harta berupa kafarat, yaitu membayar denda atas perbuatan yang dilakukan 
oleh terdakwa kepada keluarga korban. 
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Abstract 
This study aims to determine three things, there are criminal regulation acts of 
obscenity, motives and sanctions of criminal acts of obscenity in the Decision of 
the District Court. 99 / Pid. Sus / 2014 / PN. Skt and Decision No. 108 / Pid. Sus / 
2015 / PN. Wng. The type that used in this research is descriptive with problem 
approach used is juridical-normative. This study consists of the Criminal Code, 
Decision of the District Court. 99 / Pid. Sus / 2014 / PN. Skt and Decision No. 108 
/ Pid. Sus / 2015 / PN. Wng. The results showed that; firstly, The motive of the 
teacher carry out lewd because it wants to ful fill the nafs lust by persuading 
victim witnesses to have sex as husband and wife. Judge's consideration in issuing 
the decision based on Article of Abuses in the Criminal Code and Article 81 
Paragraph. Secondly, Number of Law 35 Year 2016 concerning Child Protection 
because the act is classified as a crime. It is by looking at elements that are 
objective, and elements that are subjective. Thirdly, punishment of lewd based on 
islamic law perspective, a judge determine punishment and fine that formed 
kafarat, that is pay the fine from defendant to the victim’s family. 
 





Kasus pencabulan terhadap anak ini (maksudnya anak sebagai korban) 
tidak ironis jika itu terjadi di masyarakat bukan di wilayah pendidikan, 
meskipun seharusnya juga tidak boleh terjadi. Namun kenyataannya kasus 
tersebut terjadi pula di dunia pendidikan dengan pelaku guru dan korbannya 
peserta didik. Peristiwa demikian ini sebagaimana diberitakan oleh berbagai 
media antara lain (1) Kasus Pencabulan yang terjadi di SD 02 Cipayung, 
Jakarta Timur, pelakunya adalah guru yang berinisial J.
1
 (2) Kasus pencabulan 
yang terjadi di Karanganyar belum lama ini (yaitu Bulan Agustus 2017), 
pelaku pencabulan ini adalah guru agama dengan inisial AS yang mencabuli 4 
orang siswanya di ruang kelas.
2
 (3) Kasus pencabulan yang terjadi di Sleman, 
Yogyakarta yang dilakukan oleh Oknum Guru AD pada saat siswanya PK  
sakit di UKS digerayangi oleh AD. 
3
 
Kasus-kasus di atas hanyalah contoh dari beberapa kasus yang terjadi, 
yang penulis percaya masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa terekam oleh 
media atau tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum. Namun dari contoh 
kasus ini yang sangat memperihantinkan dan harus menjadi perhatian bahwa 
pelakunya adalah guru yang seharusnya guru harus bisa menjadi suri tauladan 
bagi peserta didiknya dan juga masyarakat secara umum.  
Kasus kekerasan seksual dengan pelaku guru kepada peserta 
didik/siswanya yang sampai di proses persidangan sebagaimana kasus yang 
terjadi di Solo yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan 
Terdakwa Andi Sukmawan (guru Bahasa Inggris) dengan siswanya bernama 
Thalifah. 
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Hal demikian ini seharunya tidak terjadi, mengingat  peran guru 
sebagai  pembentuk karakter penerus bangsa, dan guru merupakan sosok yang 
membimbing dan mendidik anak/murid selain orang tua dengan memberikan 
ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas dibarengi oleh sikap yang tegas dan 
lugas dalam mendidik. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 1 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.  
Profesionalitas guru diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen profesi guru dan profesi 
dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan 
prinsip sebagai berikut:  
a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;  
b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 
ketakwaan, dan akhlak mulia;  
c. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang 
tugas;  
d. Memiliki kompetensi yang diperlukan. sesuai dengan bidang tugas;  
e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;  
f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan  
g. prestasi kerja;  
h. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 
berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;  
i. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalan; dan  
j. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-
hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. 
Namun kenyataannya bisa dikatakan ada oknum guru yang tidak 
memiliki profesionalisme, karena melakukan melakukan tindak pidana 
pencabulan terhadap peserta didik. Akibat dari perbuatan guru ini  
menimbulkan luka psychis bagi korban, dan menghancurkan masa depan yang 
bersangkutan bahkan apabila kondisi guru mayoritas demikian future 
4 
generation akan hancur atau mencetak generasi bangsa yang tak bermoral.
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Seharusnya sebagai guru tidak melakukan perbuatan demikian itu, karena guru 
adalah pendidik, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan manusawi 
yang tidak bermoral, yang mana konstitusi etis dari perbuatan tersebut tetap 
terpenuhi hanya merupakan perbuatan a moral.
5
 Salah satu unsur dari 
konstitusi etis perbuatan adalah pengertian yaitu si pelaku mengetahui akan 
akibat-akibat dari perbuatan apabila perbuatan tersebut dilakukan, sehingga si 
pelaku mempunyai alasan-alasan untuk melakukan perbuatan agar tujuannya 






Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 
yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang 
peraturan-peraturan yang ada saat ini berlaku sebagai hukum positif dan 
implementasinya dalam praktik hukum mengenai tindak pidana pencabulan 
yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri 
Wonogiri yang kemudian di kaitkan dengan UU No 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dengan perubahannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Pendekatan  masalah yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu 
pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu UU No 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, dengan perubahannya UU No. 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 
99/Pid.Sus/2014/PN.Skt, Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 
108/Pid.Sus/2015/PN.Wng tentang tindak pidana pencabulan yang memiliki 
kaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh penulis. 
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Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan penelitian, 
yaitu: Bahan primer peneilitian ini berupa Kitab Undang-undang hukum 
pidana (KUHP), Undang-undang No.35 Tahun 2014, dan Putusan Pengadilan 
No. 99/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Putusan Pengadilan No.108/Pid.Sus/ 
2015/PN.Wng tentang tindak pidana pencabulan.  
Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-
hasil penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan tindak pidana 
pencabulan. Metode Analisis Data menggunakan pendekatan deskriptif-
analisis yakni mengadakan analisa dengan  mendeskripsikan atau menjelaskan 
peraturan berupa Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang-
undang No.35 Tahun 2014, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 
99/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 
108/Pid.Sus/2015/PN.Wng yang terkait dengan tindak pidana pencabulan 
sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Apabila perbuatan cabul  dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, 
karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan 
percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam pasal 53 ayat (1) 
KUHP yang berbunyi: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat 
untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan 
semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.” 
Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan subyek hukum 
yang telah menyebabkan peristiwa pidana dan diancam dengan pidana.
7
 
Mengenai tindak pidana perkosaan dalam KUHP diatur pada Pasal 285: 
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan 
perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. 
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Perkosaan yang dimaksud yaitu perkosaan untuk bersetubuh dilakukan 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan diluar hubungan perkawinan, 
yang berarti bahwa adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang 
didapatkan oleh korban dari pelaku yang bukan suaminya untuk melakukan 
hubungan badan atau bersetubuh.
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Pasal 285 KUHP jelas tertulis bahwa wanita sebagai korban perkosaan 
dan pelakunya adalah seorang laki-laki. Jadi yang dapat dipidana disini adalah 
seorang laki-laki yang telah melakukan perkosaan seperti yang dijelaskan 
dalam pasal 285 KUHP tersebut terhadap seorang wanita yang bukan istrinya 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
Pasal 289 pencabulan memiliki unsur yaitu seseorang dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan; memaksa; melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul. Seseorang dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan maksudnya bahwa seseorang yang melakukan perbuatan harus 
dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa disini berarti 
bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut tidak akan terjadi apabila tidak 
dilakukan secara paksa dan dengan ancaman kekerasan. Melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul berarti bahwa membiarkan atau 
melakukan perbuatan tersebut terjadipada dirinya yang dilakukan dengan 
paksaan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
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Pasal 289 KUHP menjelaskan tentang perbuatan cabul disertai dengan 
kekerasan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau denda 
ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan 
dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan 
perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 
sembilan tahun”.  
Persepsi kata cabultidak dimuat dalam KUHP namun kamus bahasa 
Indonesia memuat artinya sebagai berikut: Keji dan kotor, tidak senonoh 
(melanggar kesopanan, kesusilaan). 
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Pada pasal 290 KUHP ke-1 yang rumusannya sebagai berikut: “Di 
hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Ke-1 Barang 
siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yangdiketahuinya bahwa 
orang itu pingsan atau tidak berdaya.” 
Pengertian pingsandalam pasal ini, yaitu ‚hilang ingatan atau 
tidaksadar akan dirinya.
10
 Tidak berdayaartinya tidak mempunyai 




Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun di muat pada pasal 




Ke-1 Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang 
padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.” 
“Ke-2 Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang 
sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang 
itu belum cukup lima belas tahun, atau umum ini tidak ternyata, bahwa 
orang itu belumpantas untuk dikawinin.” 
 
Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak/remaja. Pada pasal 
tersebut, tidak ada kata wanita melainkan kata orang. Dengan demikian, 
meskipun dilakukan terhadap anak atau ermaja pria, maka pasal ini dapat 
diterapkan. 
Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli diatur oleh pasal 
290 ke-3 yang rumusannya sebagai berikut:
13
Di hukum dengan hukuman 
penjara selama-lamanya tujuh tahun:  
“Ke-3 Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau 
sepatutnya harus dijaga diduga bahwa umurnya lima belas tahun atau 
kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu dikawin, untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau 
bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain”.  
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Leden Marpaung, 2008, Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Jakarta: 
Sinar Grafika, hal. 65-66   
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Dalam pengertian pasal 290 (3) menjelaskan orang yang membujuk 
(mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya di bawah lima 
belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dirinya 
diperlakukan cabul, atau untuk berbuat zina dengan orang lain.
14
 
Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur pula di 
luar KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, ketentuan tersebut dalam pasal 81 yaitu sebagai berikut: 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi 
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain. 
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, 
maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
Ketentuan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:  
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, 
maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari 
tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-
unsur tindak  pidana, yaitu:  
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a. Unsur Subjektif  
Unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau 
yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari 
suatu tindak pidana itu adalah:  
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
2) Maksud pada suatu percobaan atau poging seperti dimaksud dalam 
Pasal 53 ayat 1 KUHP.  
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya 
di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
pemalsuan, dan lain-lain.  
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP.  
5) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.  
b. Unsur Objektif  
Unsur-unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana 
tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari 
suatu tindak pidana itu adalah:  
1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid.  
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan seorang pegawai negeri” di 
dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan 
sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di 
dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.  
3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
Perbuatan cabul menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah 
perbuatan keji dan kotor (seperti kesopanan), perbuatan yang buruk 
(melanggar kesusilaan), perbuatan tak senonoh. Perbuatan cabul merupakan 
10 
perbuatan melawan hokum dalam arti bertentangan dengan norma agama dan 
norma masyarakat Indonesia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 




Dari defenisi di atas dapat kita simpulkan bahwa kesusilaan adalah 
suatu perbuatan yang melanggar norma keasusilaan yang kerap berhubungan 
dengan nafsu seksual, di dalam kehidupan bermasyrakat yang dapat 
menimbulkan rusaknya moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 
Dalam prakteknya kejahatan atau pelanggaran terhadap kesusilaan ini tidak 
hanya terjadi pada kaum wanita dewasa bahkan telah mewabah sampai pada 
anak-anak di bawah umur. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa 
perbuatan cabul adalah perbuatan keji dan melawan hukum yang berhubungan 
dengan nafsu seksual. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 
294 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak merupakan suatu perbuatan tergolong sebagai 
tindak pidana.Hal tersebut dengan melihat unsur yang bersifat objektif, dan 
unsur-unsur yang bersifat subjektif. Dari penjelasan di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua 
syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan 
hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu 
dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.Putusan untuk 
menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya 
kesalahan yang terbukti dari alat bukti keyakinan hakim terhadap seorang 
tertuduh yang di tuntut di muka pengadilan. 
Motif dari guru melakukan perbuatan cabu adalah karena ingin 
memenuhi nafs syahwatnya. Dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri No. 
99/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Putusan No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Wng 
Terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan hubungan intim 
selayaknya suami isteri dengannya, hal ini adalah suatu niat, keinginan atau 
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 W.J.S. Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 91. 
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kemauan terdakwa untuk menyetubuhi korban demi melayani nafsu biologis 
terdakwa. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi. 
Sanksi pidana sering disebut dengan istilah pidana, yang dalam Bahasa 
Belanda adalah straft artinya hukuman. Sudarto
16
,  mengartikan pidana adalah 
penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang telah melakukan 
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat  sebagai perbuatan jahat. Simons 
17
 
menyebutnya pidana (straf) sebagai nestapa khusus (bijzonder leed), karena 
hukuman ini sifatnya yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman di 
bidang hukum lain (hukum perdata, atau hukum administrasi negara).  
Jenis sanksi pidana ini dalam KUHP diatur dalam Buku I Ketentuan 
Umum  Pasal 10 KUHP bahwa hukuman/pidana dibedakan menjadi dua, yaitu 
pertama pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana 
kurungan, pidana dendapidana tutupan. Kedua, pidana tambahan yang terdiri 
pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan 
pengumuman putusan hakim. 
Buku I KUHP ini merupakan fondasi yang berlaku pula terhadap 
peraturan (UU) pidana di luar KUHP, sehingga sanksi pidana yang 
dirumuskan oleh pembentuk undang-undang (legislative) berpedoman pada 
Pasal 10 itu. UU No. 23 / 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah 
dengan UU No. 35 / 2014 tentang Perubahan UU No. 23 / 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dalam merumuskan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan 
yang disebut sebagai tindak pidana atau kekerasan terhadap anak  juga 
berpedoman pada Pasal 10 KUHP. Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat 
dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut adalah pidana penjara dan pidana 
denda yang dirumuskan secara kumulatif atau alternative.  
Hukum Pidana Islam yang sering disebut dengan fiqih jinayah, juga 
mengatur sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar syara’, sanksi 
pidana itu dalam fiqih jinayah disebut dengan uqubah artinya hukuman. Jenis 
sanksi pidana dalam fiqih jinayah adalah had, qishash dan ta’zir , pengertian 
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dari masing-masing hukuman itu secara berturut-turut adalah, had, adalah 
hukuman (uqubah) yang sudah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak 
Allah. Hukuman qishash adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara’, 
namun manusia juga memiliki hak untuk menentukan, seperti dalam peristiwa 
pembunuhan maka pelaku bisa tidak dijatuhi hukuman qishah jika ada 
perma’afan dari keluarga korban, tetapi pelaku akan dikenai hukum diyat. 
Hukuman ta’zir yaitu hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang 
belum ditentukan hukumannya oleh syara’. Hukuman ini merupakan hak 
manusia (dalam arti hak penguasa/pemerintah/negara).
18
 Hukuman ta’zir ini 
dijatuhkan kepada jarimah ta’zir merupakan hukuman atau sanksi yang tidak 
ditetapkan oleh Al Quran dan hadis, tetapi ditetapkan oleh negara,  seperti 
sanksi yang tetapkan negara / pemerintah terhadap orang atau badan hukum 
yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan hidup, diatur dalam UU 
No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Dalam Al quran dan hadist belum dijelaskan hukuman bagi manusia yang 
melakukan kerusakan di muka bumi tetapi ayat Al Quran menyebutkan untuk 
tidak membuat kerusakan dimuka bumi seperti dalam surat Al Baqarah ayat 
11.
19
 Jadi had, qishash dan ta’zir merupakan pembagian hukuman yang 
berdasarkan nash, namun selain had dan qishash, hukuman  had dan qishash 
dalam Al Quran dan Hadis disebutkan pula diyat dan kafarat.   
Selain pembagian hukum seperti tersebut di atas dalm Islam dikenal 
pula pembagian hukum yang lain yang dikemukan oleh A Djazuli bahwa jenis 
uqubat atau hukuman dapat dilihat dari sasaran hukumnya, sehingga hukuman 
dapat dikategorikan dalam empat jenis yaitu (1) hukuman badan, yaitu 
hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid; (2) 
hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa yaitu hukuman mati; (3) 
hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman 
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penjara atau pengasingan;  (4) hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan 
kepada harta seperti diyat, kafarat dan perampasan harta.
20
  Perbedaan diyat 
dan kafarat berdasarkan pengertian atau konsepnya bahwa, diyat merupakan 
suatu hukuman dalam bentuk denda atau pengganti jiwa yang tidak berlaku 
atau tidak dilakukan padanya seperti hukum bunuh karena melakukan 
pembunuhan. Jadi diyat itu adalah pemberian uang atau sejumlah barang 
kepada keluarga korban dengan tujuan untuk menghilangkan dendam dan / 
atau untuk meringankan beban keluarganya.
21
  Kafarat yaitu hukuman dalam 
bentuk denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena telah melakukan 
perbuatan dosa, seperti melakukan penuhan atau melanggar sumpah. 
22
  
Putusan Pengadilan Negeri No. 99/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Putusan 
Pengadilan Negeri No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Wng tentang tindak pidana 
pencabulan jika di lihat dalam perspektif Hukum Islam hakim menetapkan 
hukuman penjara dan harta berupa kafarat, yaitu membayar denda atas 




1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 294 
KUHP dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak merupakan suatu perbuatan tergolong sebagai tindak 
pidana. Hal tersebut dengan melihat unsur yang bersifat objektif, dan unsur-
unsur yang bersifat subjektif. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang 
menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai 
sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan 
pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang 
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terbukti dari alat bukti keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang di 
tuntut di muka pengadilan. 
2) Motif dari guru melakukan perbuatan cabul adalah karena ingin memenuhi 
nafsu syahwatnya. Dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri No. 
99/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Putusan No.108/Pid.Sus/2015/PN.Wng 
Terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan hubungan intim 
selayaknya suami isteri dengannya, hal ini adalah suatu niat, keinginan atau 
kemauan terdakwa untuk menyetubuhi korban demi melayani nafsu biologis 
terdakwa. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi. 
3) Putusan Pengadilan Negeri No. 99/Pid.Sus/2014/PN.Skt dan Putusan 
Pengadilan Negeri No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Wng tentang tindak pidana 
pencabulan jika di lihat dalam perspektif Hukum Islam hakim menetapkan 
hukuman penjara dan harta berupa kafarat, yaitu membayar denda atas 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada keluarga korban. 
4.2 Saran 
Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permaaslahan yang 
diajukan adalah sebagai berikut: 
1) Diharapkan profesi guru dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta 
keimananan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat 
sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan 
juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang 
baik di dalam hati serta pikirannya. 
2) Diharapkan pemerintah dapat memberantas film-film atau bacaan yang 
mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu sebab 
terjadinya tindak pidan pencabulan. Tindakan ini di harapkan dapat mencegah 
ataupun mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di 
bawah umur. 
3) Kepolisian diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap 
korban dengan memberikan pendampingan psikiater untuk menjaga kejiwaan 
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